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ABSTRAK

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran berperan
dalam usaha pembinaan kerukunan, mempunyai program diantaranya membentuk
“Desa Sadar Kerukunan”. Program tersebut terlaksana pada Tahun 2019 dengan
menjadikan Desa Poncokresno Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
sebagai desa sadar kerukunan di Kabupaten Pesawaran. Penetapan desa sadar
kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu aspek dari upaya mewujudkan
kerukunan yang sudah semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak untuk
senantiasa mendorong dan menciptakan kerukunan antarumat beragama.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana gambaran
umum kondisi keberagaman desa sadar kerukunan (Desa Poncokresno)
Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran? kedua, bagaimana peranan
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran dalam
pengembangan desa sadar kerukunan? Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui gambaran keberagaman desa sadar kerukunan dan peranan Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan
desa sadar kerukunan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini yakni
pengurus FKUB Kabupaten Pesawaran, perangkat Desa Poncokresno dan tokoh
agama di Desa Poncokresno. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil dari
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan
reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini pertama, Desa Poncokresno memiliki masyarakat
yang agamanya beragam, diantaranya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan
Buddha. Kerukunan umat beragama di Desa Poncokresno masih terjaga sampai
sekarang, ini dibuktikan dengan indikator-indikator seperti toleransi, saling
menghargai, menghormati, kesetaraan dan bekerjasama dalam kehidupan
bermasyarakat, selain itu ditemukan indikator lain yaitu rasa kekeluargaan.
Kedua, peranan FKUB Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan
telah dilaksanakan dengan melakukan program diantaranya, pemberian santunan
sosial dan sosialisasi peraturan peribadatan dalam masa covid 19; pembentukan
wadah komunikasi tokoh lintas agama (KTLA); sosialisasi dan pemahaman serta
implementasi PBM dan kerukunan; program pensertifikatan tanah wakaf dan
tanah rumah ibadah lintas agama; implementasi kerukunan, gotong royong
masyarakat lintas agama lewat program bedah rumabh; fasilitasi pembuatan izin
mendirikan bangunan rumah ibadah.

Kata kunci: FKUB Pesawaran, desa sadar kerukunan, kerukunan umat
beragama
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ABSTRACT

The Religious Harmony Forum (FKUB) of Pesawaran Regency plays a role in
efforts to foster harmony, having programs including establishing a Harmony
Awareness Village!" This program was implemented in 2019 by making
Poncokresno Village, Negeri Katon District, Pesawaran Regency a harmony
conscious village in Pesawaran Regency. Establishing a village that is aware of
inter-religious harmony is one aspect of the effort to realize harmony which
should be the responsibility of all parties to always encourage and create
harmony between religious communities. The formulation of the problem in this
research is: first, what is the general description of the condition of diversity in
the harmony conscious village (Poncokresno Village) Negeri Katon District,
Pesawaran Regency? secondly, what is the role of the Pesawaran Regency
Religious Harmony Forum (FKUB) in developing villages aware of harmony?
The aim of this research is to understand the diversity of harmony conscious
villages and the role of the Pesawaran Religious Harmony Forum (FKUB) in
developing harmony conscious villages.

This research is a qualitative research. The data sources for this research are
the Pesawaran Regency FKUB administrators, Poncokresno Village officials and
religious leaders in Poncokresno Village. Data collection techniques use the
results of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques
use data reduction, data presentation and verification.

The results of this research are first, Poncokresno Village has a community
with diverse religions, including Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism and
Buddhism. Religious harmony in Poncokresno Village is still maintained to this
day, this is proven by indicators such as tolerance, mutual respect, respect,
equality and cooperation in social life, apart from that, another indicator was
found, namely a sense of family. Second, the role of FKUB Pesawaran in
developing villages aware of harmony has been carried out by carrying out
programs including, providing social compensation and socializing worship
regulations during the Covid-19 period; establishment of a forum for
communication between interfaith leaders (KTLA); socialization and
understanding as well as implementation of PBM and harmony; program to
certify waqf land and land for interfaith places of worship, implementation of
harmony and mutual cooperation between interfaith communities through the
house renovation program, Facilitation of obtaining permits to construct
buildings for places of worship.

Keywords: FKUB Pesawaran, village aware of harmony, religious harmony
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Juli
2022.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif - tidak dilambangkan

@ ba B -

& ta T -

& sa $ s (dengan titik diatasnya)

z Jim J -

z ha h (dengan titik di bawahnya)
¢ kha Kh -

3 Dal D -

3 Zal Z z (dengan titik di atasnya)

J ra R -

J Zai Z -
o Sin S -

o Syin -
o Sad S s (dengan titik di bawahnya)
o= Dad d d (dengan titik di bawahnya)
L ta T t (dengan titik di bawahnya)
L 7a z z (dengan titik di bawahnya)
& »ain » koma terbalik (di atas)

¢ Gain G -
. fa F -

3 Qaf Q -

< Kaf K -

J Lam L -




e Mim M -

J Niin N -

K Wawu W -

R Ha H -

apostrof, tetapi lambang ini tidak

c Hamzah ' dipergunakan untuk hamzah di

: awal kata

¢ ya’ Y -

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: 333 & ditulis muta ‘addidah

C. Ta’ marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun

berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata

sandang al), kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi

bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: 435 ditulis syariah
2. Bila dihidupkan ditulis t
Contoh L& ditulis zakarul fipri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis a, 1 panjang ditulis

i , dan u panjang ditulis G, masing-

masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya

Contoh: J&.
i 5

a8



F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai , ditulis dan fathah +
wawu mati ditulis au
Contoh: Js

Bila ta 'marbutah hidup atau dengan harakat (fathah,kasrah, dan dhomah),

. Vokal Pendek

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (°)

Contoh: <5 ditulis ditulis mu'annas

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-
Contoh: 3=iali ditulis al-mustarig

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf | (el) diganti dengan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: &30 ditulis az-zakah

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: dxy il aalidll ditulis Magasid al-syariah

xi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman diantaranya
meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama. Realitas
kehidupan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan tradisi
agama, sehingga menjadikan keberagaman agama sebagai komponen intrinsik
dan tidak bisa dihindari.*

Pluralisme dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah kenyataan
yang tidak dapat dipungkiri, dimana semua orang dapat hidup berdampingan
dengan orang lain yang berbeda latar belakang suku, agama, dan budaya.
Namun, dalam konteks yang lebih luas, pluralisme mencakup lebih dari
sekedar hidup berdampingan dalam perbedaan; hal ini berarti merangkul
keberagaman sebagai perspektif mendasar tentang kehidupan dan landasan
penting bagi hidup bersama yang harmonis.

Konsep pluralitas mempunyai arti penting dalam prinsip dasar agama
Islam. Islam merupakan agama yang toleran dan menghargai pendapat sesama
umat muslim, yang didasari pada prinsip ukhuwah islamiyah.? Hal ini sesuai

dengan yang terkandung dalam surat al-Hujurat ayat 11:

el

R R BN R SRR I SO i T S-S NS P EAPI I 0L
Kol i L0 2 T N i i 1 K0 of (e o33 2 B8 san W a0 T €
’;/74 //l TP ;:iﬂ.a},,a; _ :& TIE e o - 2 /{ io‘_} ’: //&f - /’,./

R LTI
(Qu#—w} ‘(wdﬂ—]‘ oL

'Giralda Martje Lawalata et al, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam
Menjaga Solidaritas Sosial Antar Pemeluk Agama di Kota Denpasar ”, Jurnal Ilmiah Sosiologi:
Sorot, Vol. 1 No. 02 (2022), h.1-13.

“Sirajuddin Zar, “Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Perspektif Islam” Toleransi,
Vol. 5 No. 2 (2013), h.71-74.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum
mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang
diperolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang memperolok-olokkan).”
Adapun kerukunan hidup umat Islam dengan umat agama lain,
sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 48:
IR | 0 . A o= 58 ¢ A S L
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Artinya: ....“Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-
Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat
kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu kembali semuanya, lalu
diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah perselisihkan itu.” >
Surat al-Maidah ayat 48 menunjukkan bahwa keberagaman agama di
antara umat manusia selaras dengan kehendak Allah SWT.* Masyarakat
Indonesia dapat dicirikan sebagai bangsa yang majemuk baik dari segi
demografis maupun sosiologis. Ciri khas yang menandakan sifat pluralistik
suatu masyarakat adalah adanya keragaman budaya, yang terlihat melalui

variasi bahasa, etnis, keyakinan agama, dan praktik budaya lainnya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Hujarat ayat 13:
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Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha mengenal.”
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3Sirajuddin Zar, “Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Perspektif Islam” Toleransi,
Vol. 5 No. 2 (2013), h.71-74.
*Ibid., h.71.



Dalam konteks global, jelas bahwa terdapat berbagai macam agama,
sehingga mengharuskan individu untuk dapat hidup berdampingan dengan
masyarakat yang menganut agama lain. Toleransi beragama dapat
menumbuhkan keharmonisan hidup berdampingan antar umat beragama.

Keanekaragaman budaya mempunyai nilai inheren sebagai aset nasional
yang penting; namun, hal ini juga menyimpan potensi disintegrasi atau
perpecahan bangsa.’

Pemerintah Indonesia secara jelas dan tegas telah mengamanatkan dalam
konstitusi negara, yang tertera pada Pasal 29, tentang kebebasan beragama dan
menjalankan aktifitas keagamaannya tanpa perlu adanya kekhawatiran
terhadap gangguan dalam menjalan ibadah sesuai dengan kepercayaan
masing-masing. Pasal 29 ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam
membina kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Selain itu,
pemerintah juga membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama
untuk kerukunan dan kedamaian.®

Pembentukan FKUB tertuang dalam peraturan bersama Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang
tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kerukunan antar
umat beragama”.” Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan

wadah terorganisir yang didirikan oleh masyarakat dan dibantu oleh

®Pandu  Runtoko, “Konsekuensi Yuridis Kemajemukan Bangsa Indonesia Terhadap
Pembangunan Hukum Nasional”, Jurnal Lex Renaissan, Vol. 6 No.1 (2021), h. 206-220.

®Ayu Adila Saiful, et al, “Upaya Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Dalam Membina Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Surabaya”. Jurnal Kajian Moral dan
Kewarganegaraan, Vol. 06 No. 2 Jilid 1 (2018), h. 185-199.

"Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat
Beragama di Indonesia”. Kontekstualita, Vol. 29 No. 1. (2014), h. 63-82.



pemerintah dengan tujuan untuk membina, melestarikan, dan memberdayakan
umat beragama untuk memajukan kerukunan dan kesejahteraan.?

Pluralitas agama dalam masyarakat Indonesia berpotensi memicu konflik
yang signifikan. Penerimaan dan penghayatan yang bijaksana terhadap
heterogenitas agama dalam suatu masyarakat dapat menumbuhkan rasa
integritas yang kuat. Jika hal ini terjadi maka akan tercipta mosaik kehidupan
yang harmonis dan menyenangkan. Sebaliknya, pluralisme berpotensi
menimbulkan konflik, terutama ketika beragam ajaran agama tidak didekati
secara bijaksana, sehingga menimbulkan perselisihan yang luas dan
mendalam. Pada masa sekarang, contoh konflik sosial yang timbul karena
keberagaman agama sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sehingga
berdampak pada proses integrasi bangsa.’

Telah menjadi kesepakatan nasional yang diamanatkan “Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 dengan visi Indonesia yang Mandiri, Maju, dan
Makmur”. Dalam mewujudkan pembangunan nasional, tujuan pokoknya
adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab. Fokus pembangunan di bidang agama dipusatkan
pada peningkatan efektivitas dan signifikansi agama sebagai landasan moral
dan etika dalam konteks pembangunan. Hal ini mencakup memupuk sifat-sifat
luhur, meningkatkan etos kerja yang tekun, menghargai pencapaian, dan
berperan sebagai katalisator untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan.

Pembangunan di bidang keagamaan juga bertujuan untuk meningkatkan

8peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
®Moh. Soleh Isre, Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer. (Jakarta; Depag RI.,
2003), h.23.



kekompakan berbagai umat beragama dengan meningkatkan rasa saling
percaya dan hubungan damai antar kelompok, sehingga menumbuhkan
lingkungan sosial yang toleran dan harmonis. Terwujudnya kerukunan antar
umat beragama mempunyai arti penting dalam kebudayaan Indonesia, karena
pengabaiannya dapat berakibat buruk bagi kelestarian eksistensi manusia.
Sensitivitas hubungan antaragama bermula dari rumitnya hubungan antara
nilai dan keyakinan individu. Sebagai individu yang memiliki identitas
nasional yang sama, sangatlah penting untuk memprioritaskan pengembangan
dan pelestarian hubungan baik antar komunitas agama, meskipun terdapat
beragam keyakinan dan praktik agama.™

Untuk  mewujudkan  kerukunan, pemerintah Indonesia  melalui
Kementerian Agama memiliki  program  prioritas dalam upaya
mewujudkannya, diantaranya penguatan moderasi beragama dan pencanangan
tahun toleransi beragama. Pencanangan ini menjadi komitmen kuat merawat
toleransi.

Guna menjunjung tinggi keberagaman keyakinan agama di Indonesia
sekaligus memupuk hidup berdampingan secara harmonis, maka pembentukan
organisasi yang mampu mengakomodasi keberagaman tersebut menjadi
sebuah keharusan. Lebih jauh lagi, ketika mengkaji aspek-aspek perdamaian
beragama di Indonesia, terlihat bahwa hal ini telah mendapat perhatian dan
perenungan yang signifikan dari banyak pemangku kepentingan. Dalam

konteks yang sering terjadi perselisihan, terdapat kecenderungan terjadinya

10Ariya Engar Widiyaningsih et al, “Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa
Sadar Kerukunan Antarumat Beragama di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik .
JCMS Vol. 7 No. 1 (2022), h. 44-60.



manipulasi konflik sosial sehingga menimbulkan ketegangan antar kelompok
umat beragama.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan penting dalam
menegakkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pembentukan organisasi
ini terjadi di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, sesuai dengan arahan yang
dituangkan dalam Peraturan Bersama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang
dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Kepengurusan
dan keanggotaan FKUB terdiri dari para pemuka agama yang mewakili
penganut agama resmi yang diakui di Indonesia. Komposisi tersebut
ditentukan dengan mempertimbangkan proporsi pemeluk agama lokal, dengan
memastikan setiap agama diwakili oleh minimal satu orang di setiap provinsi,
kabupaten, atau kota."*

Pemerintah bekerjasama dengan masyarakat membentuk lembaga
kerukunan antarumat beragama. FKUB yang merupakan singkatan dari Forum
Kerukunan Umat Beragama merupakan lembaga yang dibentuk melalui
prakarsa masyarakat dan fasilitasi pemerintah. Lembaga FKUB ada di tingkat
pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Termasuk keberadaannya di Provinsi
Lampung dan Kabupaten Pesawaran. FKUB dicita-citakan sebagai wadah bagi
warga Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan ajaran
agama, sehingga menumbuhkan kesadaran kolektif serta meningkatkan
kerukunan dan solidaritas antar umat beragama dalam tatanan sosial

masyarakat yang lebih luas.

YRuslan Suprapto, Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama (Studi
Kasus Hubungan Antar Umat Beragama di Kabupaten Trenggalek, (Tesis. 2020), h. 4.



Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai peran penting
dalam membina hubungan harmonis antar kelompok agama. Pembentukan
FKUB diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pemerintah dalam
mengatasi permasalahan agama dan membina hidup berdampingan secara
harmonis antar umat beragama. Selain itu, diharapkan dapat mendorong
kolaborasi antar komunitas agama dalam mengatasi beragam tantangan
agama.™

Di negara yang majemuk dan multikultural seperti Indonesia,
pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan hal
yang sangat penting dan memberikan manfaat yang signifikan bagi umat
beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) siap mengambil peran
penting pada periode mendatang, tidak hanya mencakup peningkatan
kerukunan, namun juga pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berfungsi sebagai wadah komunikasi dan
kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, hal ini juga
memainkan peran penting dalam mempercepat penyelesaian permasalahan
agama. Signifikansi peran ini cukup beralasan, mengingat Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) di masa depan akan diberi mandat untuk tidak hanya
memprioritaskan persoalan teknis-administratif, namun juga membahas
persoalan-persoalan yang mencakup beragam kepentingan dan isu-isu yang

lebih luas. Hal ini termasuk membina kolaborasi untuk memberdayakan

2peni Miharja et al, “Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa
Barat”, Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya Vol. 3 No. 2 (2019), h.120-132.



individu yang telah menanggung akibat dari kesenjangan sosial dan dampak
sisa konflik.*

Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Pasal 1 Nomor 8 Tahun 2006 yang berbunyi : “Kerukunan umat
beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi
toleransi, saling pengertian, saling menghormati menghargai kesetaraan dalam
pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”. Hal ini menunjukkan pengakuan kerukunan antar
umat beragama sebagai asas fundamental dalam eksistensi suatu bangsa dan
negara memerlukan adanya upaya regulasi. Jika setiap kelompok agama
melakukan praktik serupa, maka persaingan dan konflik pasti akan muncul.
“Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan bersama
(PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah atau Wakil Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat”. Seperti yang disampaikan H.
Giarto, M.Pd.I, Ketua FKUB Kabupaten Pesawaran; “FKUB memiliki tujuan
menjadi wadah informasi mengenai kerukunan antar umat beragama, yang
mana anggotanya berasal dari perwakilan semua agama yang ada, dengan
didirikannya FKUB kita memiliki harapan agar terciptanya kehidupan yang

harmonis di tengah masyarakat yang multi agama”."*

BMuh. Anang Firdaus, “Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di
Jayapura”. Jurnal Diskursus Islam 1 Vol. 2 No. 1 (2014), h. 1-34.

YWwawancara dengan Ketua FKUB Kabupaten Pesawaran, Bapak H. Giarto,M.Pd.1., tanggal
3 Juni 2022.



Menurut Drs. H. Sukron, M.Pd., Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran merupakan organisasi yang aktif
dalam mendorong kerukunan umat beragama. Salah satu inisiatifnya adalah
pembentukan program “Desa Sadar Kerukunan”. Pada tahun 2019,
implementasi program dimulai di Desa Poncokresno, Kecamatan Negeri
Katon, Kabupaten Pesawaran. Desa ini terpilih menjadi pilot project program
Desa Sadar Kerukunan di Kabupaten Pesawaran. Keputusan penetapan Desa
Poncokresno dan Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten
Pesawaran sebagai Desa Sadar Kerukunan di Tahun 2019 berdasarkan
Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor
321 Tahun 2019."

Inisiatif meningkatkan kerukunan umat beragama dimulai pada tahun 2012
dan 2013 ditetapkannya lokasi untuk menumbuhkan kerukunan di Kampung
Sawah Bekasi. Upaya ini dilakukan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama,
sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020. Program
Desa Sadar Kerukunan yang digagas Kementerian Agama menjadi salah satu
program yang dilaunching pada tahun 2017 untuk pertama kalinya di
Indonesia.™®

Mendorong kerukunan antar umat beragama di desa merupakan komponen
penting dalam upaya mencapai kerukunan nasional. Seluruh pemangku
kepentingan secara konsisten wajib membina dan memupuk kerukunan antar

umat beragama. Untuk dapat ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan, banyak

\Wawancara dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Pesawaran, Bapak Drs. H. Sukron, M.Pd., tanggal 3 Juni 2022.
16https://kemenag.go.id diakses pada tanggal 30 Juni 2022, pukul 19.05 WIB.
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kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut meliputi adanya pluralitas
agama di desa, dimana masyarakatnya menganut kepercayaan agama yang
beragam dan adanya minimal tiga rumah ibadah serta masyarakatnya mampu
menjaga keharmonisan interaksi antar umat beragama. Tahap awal untuk
mengidentifikasi desa sadar kerukunan meliputi seleksi administratif,
dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dan observasi langsung.*’
Kementerian Agama melakukan evaluasi dengan menggunakan Kriteria
yang telah ditentukan, difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi, FKUB mengajukan permohonan untuk desa yang memenubhi
persyaratan yang ditentukan untuk dinilai dan ditetapkan secara resmi sebagai
desa sadar kerukunan yang mengedepankan kerukunan antar umat beragama.*®
Pembentukan desa sadar kerukunan bertujuan untuk memberikan contoh
komunitas antar agama di mana individu yang berbeda keyakinan dapat
membina interaksi yang harmonis, damai, komunikatif, dan toleran dalam
tatanan sosial. Tujuan ini dibangun berdasarkan empat pilar fundamental.
Empat asas dasar yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara
Indonesia meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI).*

Yhttps://jatim.kemenag.go.id diakses pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 19.25 WIB.

®Ariya Engar Widiyaningsih et al, “Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa
Sadar Kerukunan Antarumat Beragama di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”,
JCMS Vol. 7 No. 1 (2022), h. 44-60.

Y¥suko Wiyono, “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai Panduan
dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur Berdasarkan Pancasila”. Jurnal Ilmiah Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771 Vol. 15 No. 1 (2013), h. 37-52.
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Pembentukan desa sadar kerukunan yang mengakomodasi beragam agama
secara luas dipandang sebagai perkembangan yang sangat menguntungkan,
dan menjadi contoh yang patut ditiru oleh desa-desa lain. Model
pengembangan FKUB mencakup sinergitas beberapa pemangku kepentingan,
antara lain pemerintah daerah, kementerian agama, pemerintah kecamatan,
pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Model ini bertujuan untuk
mendukung dan memberdayakan desa binaan dalam upaya pembangunannya.
Pentingnya kehadiran komunitas-komunitas yang sadar dan harmonis sebagai
wadah untuk menumbuhkan kerukunan beragama patut mendapat perhatian.

Desa sadar kerukunan menjadi contoh masyarakat yang hidup
berdampingan secara harmonis, yang ditandai dengan tingkat kerukunan dan
kesatuan agama, sosial, nasional, dan pemerintahan yang terpuji dalam
perwujudan praktisnya. Tujuan utama dilaksanakannya program desa sadar
kerukunan adalah untuk meningkatkan kerukunan beragama dalam lingkungan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa Poncokresno dan Desa Lumbirejo ditetapkan sebagai desa sadar
kerukunan di Kabupaten Pesawaran pada tanggal 20 Desember 2019 oleh
Bupati Pesawaran, H. Dendi Ramadhona K, ST., M.Tr.lp. Penetapan ini
didasarkan pada beberapa indikator, antara lain adanya keberagaman agama,
budaya, suku, dan agama di desa tersebut. Meski beragam, namun warga desa
hidup berdampingan secara damai dan harmonis sehingga membuat desa
mereka layak menyandang sebutan desa sadar kerukunan. Desa-desa ini telah
berhasil memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diakui sebagai

penggerak keharmonisan melalui program desa sadar kerukunan.
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Penduduk Desa Lumbirejo mayoritas beragama Islam dengan jumlah
3.472 jiwa. Selain itu, terdapat 230 umat Kristiani, 200 umat Katolik, dan 60
umat Buddha yang tinggal di desa tersebut. Desa Lumbirejo mencakup
berbagai tempat keagamaan, dengan 15 masjid dan musala, serta 2 gereja
Kristen dan 1 vihara.®® Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Lumbirejo
memiliki lanskap keagamaan yang beragam, sehingga masyarakatnya untuk
saling menghormati dan membina hidup berdampingan secara harmonis antar
umat beragama.

Di Desa Poncokresno terdapat populasi yang beragam dengan individu
yang menganut lima latar belakang agama yang berbeda. Sejalan dengan itu,
desa mengakomodasi keberagaman tersebut dengan menyediakan lima tempat
ibadah yang masing-masing dimiliki oleh kelompok agama berbeda. Umat
beragama di desa ini hidup berdampingan secara harmonis, menjalankan
ibadah masing-masing secara berkelanjutan. Apalagi masyarakat desa
memiliki kearifan lokal yang menumbuhkan kehidupan damai, toleran, dan
harmonis. Desa Poncokresno memiliki ciri khas dari keberagaman agama, ras,
adat istiadat, golongan, dan peradaban yang hidup berdampingan secara
harmonis tanpa ada konflik atau ketegangan. Pelestarian adat dan budaya dari
dahulu hingga saat ini masih dijunjung tinggi secara harmonis.*

Pemeluk agama di Desa Poncokresno adalah agama Islam sebanyak 4725
penganut, kemudian Kristen 68 penganut, Katolik 78 penganut, Hindu 224

penganut, dan Buddha 489 penganut. Sementara jumlah rumah ibadah masjid

“\awancara dengan Kepala Desa Lumbirejo, Bapak Ahmad Sobirin, tanggal 11 Agustus
2022.

Zywawancara dengan Ketua FKUB Kabupaten Pesawaran, Bapak H. Giarto, M.Pd.|, tanggal
15 Agustus 2022.
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maupun musolla bagi umat Islam berjumlah 20, gereja Kristen 1, gereja
Katolik 1, pura Hindu 1 dan vihara Buddha sebanyak 4.

Dengan alasan akademis penelitian ini difokuskan kepada Desa
Poncokresno yang penduduknya secara agama lebih beragam dibandingkan
Desa Lumbirejo dan kondisi rumah ibadah di Desa Poncokresno lebih lengkap
karena memiliki 5 tempat peribadatan dari 5 Agama yang ada di Desa
Poncokresno.

Kehidupan beragama masyarakat Desa Poncoresno bercirikan sistem yang
berfungsi dengan baik, dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat.
Tidak adanya konflik antaragama di antara mayoritas penduduk muslim telah
menghasilkan contoh nyata dari hubungan baik, interaksi bertetangga, dan
hubungan sosial antara individu yang berbeda agama dalam masyarakat. Oleh
karena itu, peneliti berpendapat bahwa perwujudan kerukunan tersebut
dilatarbelakangi dan diperkuat oleh penerapan strategi khusus yang dilakukan
oleh pihak-pihak tertentu, khususnya Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Kabupaten Pesawaran, yang peran pentingnya terus diperkuat. Untuk
itu, peneliti memilih untuk melakukan penelitian substansial mengenai
pentingnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), khususnya mengenai
peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran

dalam pengembangan desa sadar kerukunan.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
1. Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, pada

penelitian ini peneliti menitikfokuskan pada gambaran umum kondisi
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keberagaman di Desa Poncokresno dan peranan FKUB Kabupaten
Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan.

Peningkatan kerukunan umat beragama memerlukan keterlibatan
berbagai pihak, termasuk komunitas keagamaan, badan pemerintah, dan
lembaga-lembaga khusus yang berdedikasi untuk membina kerukunan
tersebut. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan lembaga
yang secara konsisten berupaya mencapai tujuan tersebut.

FKUB, sebagai partisipan aktif dalam upaya memajukan kerukunan,
melaksanakan beberapa inisiatif, antara lain pembentukan program “desa
sadar kerukunan”. Tujuannya adalah untuk menciptakan gambaran nyata
hidup berdampingan antar umat beragama, dimana individu dari berbagai
agama dapat berkolaborasi sebagai anggota masyarakat yang setara,
membina interaksi yang bersahabat, damai, komunikatif, dan toleran
dalam lingkungan sosialnya.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang teridentifikasi tersebut, sub fokus
penelitian ini yakni gambaran umum kondisi keberagaman desa sadar
kerukunan (Desa Poncokresno) dan peranan FKUB Kabupaten Pesawaran

dalam pengembangan desa poncokresno sebagai desa sadar kerukunan.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah, dirumuskan masalah berikut:
1. Bagaimana gambaran umum kondisi keberagaman desa sadar kerukunan

(Desa Poncokresno) Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?
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2. Bagaimana peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan?

D. Tujuan Penelitian
Sesuai rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum kondisi keberagaman desa sadar
kerukunan (Desa Poncokresno) Kecamatan Negeri Katon Kabupaten
Pesawaran.

2. Untuk mengetahui peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang
signifikan dalam meningkatkan pemahaman Kita tentang peran FKUB dalam
membina desa-desa yang sadar kerukunan dengan masyarakat beragama
beragama. Tujuannya membina hubungan harmonis antar umat beragama,

mendorong kolaborasi konstruktif antar warga desa, dan memitigasi konflik.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kerukunan Umat Beragama

1. Pengertian kerukunan
Kerukunan antaragama merupakan salah satu pilar utama dalam

memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Indonesia.

Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang

mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, menghormati,

menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama,
kepribadian Pancasila.t

Kerukunan berasal dari bahasa arab ruknun (rukun) kata jamaknya
adalah arkan yang berarti asas, dasar atau pondasi (arti generiknya).

Dalam bahasa Indonesia arti rukun ialah:

a. Rukun (nominal), berarti sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya
pekerjaan, seperti tidak sahnya manusia dalam sembahyang yang tidak
cukup syarat, dan rukunnya asas, yang berarti dasar atau sendi
semuanya terlaksana dengan baik tidak menyimpang dari rukunnya
agama.

b. Rukun (ajektif) berarti baik dan damai tidak bertentangan hendaknya
kita hidup rukun dengan tetangga, bersatu hati, sepakat. Merukunkan
berarti (i) mendamaikan (ii) menjadikan bersatu hati. Kerukunan: (i)

perihal hidup rukun; (ii) rasa rukun, kesepakatan, kerukunan hidup

Y1bnu Rusydi et al, “Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman

dan Keindonesiaan”, Al Afkar, Journal for Islamic Studies, VVol. 1 No. 1 (2018), h. 170-181.
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bersama.’

Kerukunan menurut Paulus Wirutomo merupakan upaya
mempersatukan makhluk sosial dengan memberikan rasa nyaman dan
tentram baik individu maupun kelompok dengan menggunakan
konsep-konsep tertentu agar tercipta integrasi sosial dalam
masyarakat.?

Durkheim berpendapat bahwa kerukunan merupakan proses
interaksi antarumat beragama, yang membentuk ikatan sosial dan tidak
individualis untuk menciptakan sebuah keutuhan dalam masyarakat
yang berada dibawah peran tokoh masyarakat, tokoh agama ataupun
masyarakat itu sendiri yang memiliki peran tersendiri dalam
lingkungan tersebut. Durkheim menyimpulkan untuk mewujudkan
kerukunan maka harus menghapus diskriminasi dengan cara adanya
pengakuan dan penghormatan atas dasar pluralisme.*

Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada
dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk
membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima
dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Kerukunan merupakan
kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi
yang beragam di antara unit-unit (unsur/subsistem) yang otonom.
Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh

sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan

%lmam Syaukani, Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan
Umat Beragama. (Jakarta: Puslitbang, 2008), h.5.

*paulus Wirutomo, dkk, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: Ul Press, 2012), h.58.

*Pratiwi Nur, “Dinamika Penutupan Patung Bunda Maria di Yogyakarta”, Jurnal Studi
Islam, Vol. 8 No. 1 (2023), h.136-150.
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menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.’

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah
damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata
kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan.
Kerukunan antarumat beragama bukan berarti agama-agama yang ada
dan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan
menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama
totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk
mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak
seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial
kemasyarakatan.®

Jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan
tentram saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama
maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya
perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan
orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-
masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan.

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial
dimana semua golongan agama bisa hidup berdampingan bersama-
sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing  untuk

melaksanakan kewajiban agamanya.

*Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama. (Jakarta: Puslitbang, 2005), h.7.
®said Agil Munawar, Fikih Hubungan Antar Umat Beragama. (Jakarta: Ciputat Press,

2005), h.3.
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Menurut KH Ma’ruf Amin, dalam membina kerukunan antarumat
beragama, ada empat konsep kerukunan umat yang bisa dijadikan
sebagai bingkai untuk mewujudkannya. empat bingkai itu yakni:

Pertama, bingkai politik, dengan bingkai politik, kerukunan
antarumat beragama telah diikat dalam semangat nasionalis
berdasarkan Pancasila, UUD, dan Bhineka Tunggal Ika;

Kedua, bingkai yuridis, dalam bingkai yuridis, kerukunan
antarumat beragama sudah terjalin sejak lama, dimana ketika ada salah
satu kelompok memaksakan khilafah, maka tertolak dengan sendirinya
karena menabrak aturan. Bagi bangsa Indonesia, NKRI harga mati;

Ketiga, bingkai kearifan lokal, kearifan lokal menurut Ma’ruf
Amin dapat menjadi bingkai kerukunan antarumat beragama. Kearifan
lokal menyatukan kita, konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan
kearifan lokal,

Keempat, bingkai teologis, secara teologis, semua agama
mengajarkan perdamaian, persaudaraan untuk tercipta kerukunan
antarumat beragama. Kalau memahami agama tidak secara benar,
maka bisa memicu konflik. Di Indonesia, kerukunan antarumat
beragama sudah terjalin sejak dulu, dimana meskipun berbeda agama
namun masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai.”

2. Tri kerukunan umat beragama
Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dipolakan dalam trilogi

kerukunan yaitu:

"Rohimin, “Instrumen Multikulturalisme Desa Percontohan Kerukunan Umat Beragama
Kajian Pendahuluan Observatif Desa Rama Agung sebagai Desa Percontohan Kerukunan Umat
Beragama di Bengkulu”, Edukasia Multikultura Vol. 1, Edisi 1, (2019), h. 1-14.
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a. Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama ialah
kerukunan di antara aliran-aliran/paham/mazhab-mazhab yang ada
dalam suatu umat atau komunitas agama.

b. Kerukunan di antara umat/komunitas agama yang berbeda-beda ialah
kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda
yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan,
Katolik, Hindu, dan Buddha.

c. Kerukunan antarumat/komunitas agama dengan pemerintah ialah
supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk
atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling
memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka
membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama.
Dengan demikian kerukunan merupakan jalan hidup manusia yang

memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-

sama, saling tolong-menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling
menjaga satu sama lain.?

Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal
dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir dan
pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut ‘“agama”
(religius). Agama dalam kehidupan manusia sebagai individu  berfungsi
sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Norma-

norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah

®Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia, (Jakarta:
Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di
Indonesia, 1997), h. 8-10.
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laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya.’

Agama ialah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-
penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris yang
dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi
diri mereka dan masyarakat luas umumnya.*

Agama adalah sistem yang menyatu mengenai berbagai kepercayaan
dan peribadatan yang berkaitan dengan benda-benda sakral yakni benda-
benda yang terpisah dan terlarang kepercayaan-kepercayaaan dan
peribadatan yang mempersatukan semua orang yang menganutnya ke
dalam suatu komunitas moral yang disebut gereja. Agama merupakan
sistem kepercayaan dan peribadatan yang digunakan oleh berbagai bangsa
dan perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam
kehidupan manusia.™*

Agama sebagai suatu keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok atau
masyarakat menjadi norma dan nilai yang diyakini, dipercayai, diimani
sebagai suatu referensi, karena norma dan nilai itu mempunyai fungsi-
fungsi tertentu.

Fungsi utama agama yakni pertama, fungsi manifest mencangkup tiga
aspek yaitu:

a. Menanamkan pola keyakinan yang disebut doktrin, yang menentukan
sifat hubungan antar manusia, dan manusia dengan Tuhan.
b. Ritual yang melambangkan doktrin dan mengingatkan manusia pada

doktrin tersebut.

*Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h.143.
1D, Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 34.
11Betty R. Scharf, Sosiologi Agama, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 34-35.
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c. Seperangkat norma perilaku yang konsisten dengan doktrin tersebut.

Fungsi kedua vyaitu, fungsi laten adalah fungsi-fungsi yang
tersembunyi dan bersifat tertutup. Fungsi ini dapat menciptakan konflik
hubungan antar pribadi, baik dengan sesama anggota kelompok agama
maupun dengan kelompok lain. Fungsi laten mempunyai kekuatan untuk
menciptakan perasaan etnosentrisme dan superioritas yang pada gilirannya
melahirkan fanatisme.

Jadi dengan demikian Agama adalah suatu kepercayaan atau
keyakinan yang dianut oleh masyarakat menjadi norma dan nilai yang
diyakini dan dipercaya. Agama diakui sebagai seperangkat aturan yang
mengatur keberadaan manusia di dunia.

Kerukunan antar agama yang dimaksudkan ialah mengupayakan agar
terciptanya suatu keadaan yang tidak ada pertentangan intern dalam
masing-masing umat beragama, antar golongan-golongan agama yang
berbeda satu sama lain, antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk
agama yang lainnya, antara umat-umat beragama dengan pemerintah.

Kerukunan antar agama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis
dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan
yang diikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud:

a. Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai
dengan agamanya.
b. Saling hormat menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama,

antar berbagai golongan agama dan umat-umat beragama dengan

2Alo Liliweri, Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2001), h. 255.
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pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa
dan negara.

c. Saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama
kepada orang lain.

Desa Poncokresno merupakan tempat tinggal penduduk yang memiliki
keyakinan agama berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang
lainnya dalam satu lingkup. Masyarakat Desa Poncokresno berbeda
dengan desa lainnya dimana mereka hidup dalam satu lingkup memiliki
berbagai aliran agama sekaligus.

Dengan demikian kerukunan antarumat beragama merupakan salah
satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana baik, damai,
tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antarumat yang berbeda-beda
agama untuk hidup rukun. Kerukunan antaragama di Desa Poncokresno
ialah kehidupan yang damai, saling gotong royong dan saling toleransi
antar keyakinan yang dianut oleh masyarakat yang hidup  dalam satu
lingkup untuk terceminnya kehidupan yang rukun.

Kerukunan sebagai tugas dari setiap agama

Hidup dalam suasana dimana kerukunan tidak dapat dielakkan.
Pertama, kita hidup dalam masyarakat tertutup yang dihuni satu golongan
pemeluk satu agama yang sama, tetapi dalam masyarakat modern, dimana
komunikasi dan hidup bersama dengan golongan beragama lain tidak
dapat ditolak demi kelestarian dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Hidup
dalam masyarakat pluralitas baik kepercayaan maupun kebudayaannya.

Keharusan untuk menciptakan masyarakat agama yang berjiwa
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kerukunan atas desakan dari ajaran agama akan dikesampingkan, atau
tidak dihiraukan, maka mau tidak mau kita dihadapkan kepada situasi lain.
Kita dituntut oleh situasi untuk bekerja sama dengan semua pemeluk
agama untuk bersama-sama menjawab tantangan baru yang berukuran
nasional dan internasional, antara lain ketidakadilan, terorisme
internasional, kemiskinan struktural, sekularisme kiri. Kesemuanya tidak
mungkin diatasi oleh satu golongan agama tertentu, tetapi membutuhkan
konsolidasi dari segala kekuatan baik moral, spiritual maupun material
dari semua umat beragama.™®

Jadi menjaga kerukunan agama itu adalah sebagai tugas wajib setiap
agama untuk menjaga kerukunan agama masing-masing yang dianut oleh
setiap manusia.

Pedoman kerukunan antarumat beragama

Ada beberapa pedoman yang digunakan untuk menjalin kerukunan di

dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:
a. Saling menghormati

Setiap umat beragama harus atau wajib memupuk, melestarikan dan

meningkatkan keyakinannya. Dengan mempertebal keyakinan maka
setiap umat beragama akan lebih saling menghormati sehingga
perasaan takut dan curiga semakin hari bersamaan dengan
meningkatkan tagwa, perasaan curiga dapat dihilangkan.

Rasa saling menghormati juga termasuk menanamkan rasa simpati

atas kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kelompok lain, sehingga

Bp, Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 170.
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mampu menggugah optimisme dengan persaingan yang sehat. Di
usahakan untuk tidak mencari kelemahan-kelemahan agama lain,
apalagi kelemahan tersebut dibesar-besarkan yang menimbulkan
perasaan tidak senang.
Kebebasan beragama

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk menganut agama
yang disukai serta situasi dan kondisi memberikan kesempatan yang
sama terhadap semua agama. Dalam menjabarkan kebebasan perlu
adanya pertimbangan sosiologis dalam arti bahwa secara kenyataan
proses sosialisasi berdasarkan wilayah, keturunan dan pendidikan juga
berpengaruh terhadap agama yang dianut seseorang.
Menerima orang lain apa adanya

Setiap umat beragama harus mampu menerima seseorang apa
adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Melihat umat
yang beragama lain tidak dengan persepsi agama yang dianut.
Seorang agama Kristen menerima kehadiran orang Islam apa adanya
begitu pula sebaliknya. Jika menerima orang Islam dengan persepsi
orang Kristen maka jadinya tidak kerukunan tapi justru mempertajam
konflik.
. Berfikir positif

Dalam pergaulan antarumat beragama harus dikembangkan
berbaik sangka. Jika orang berburuk sangka maka akan menemui
kesulitan dan kaku dalam bergaul apa lagi jika bergaul dengan orang

yang berbeda agama.
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Dasar berbaik sangka adalah saling percaya. Kesulitan yang besar

dalam dialog adalah saling tidak percaya. Selama masih ada saling

tidak percaya maka dialog sulit dilaksanakan. Jika agama yang satu

masih menaruh prasangka terhadap agama lain maka usaha ke arah

kerukunan masih belum memungkinkan. Untuk memulai usaha

kerukunan harus di cari di dalam agama masing-masing tentang
adanya prinsip-prinsip kerukunan (toleransi).*

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9

dan 8 Tahun 2006

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang
dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka
membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk
kerukunan dan kesejahteraan. Pembentukan FKUB didasarkan pada
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama
masing-masing No. 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.

FKUB yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertujuan
memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di provinsi, FKUB bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama
dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi
masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat
dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, dan

melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di

Y“Hamzah Tualeka Zn, Sosiologi Agama, (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), h. 159-161.
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bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan
pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan tugas FKUB kabupaten/kota adalah melakukan dialog
dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas
keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas
keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan
kebijakan bupati/walikota.

FKUB kabupaten/kota juga melakukan sosialisasi peraturan
perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan
dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat,
memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah
ibadat, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara
pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang diberikan oleh
bupati/walikota, dan memberikan pendapat atau saran dalam hal
penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada bupati/walikota.

Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama yaitu tokoh
komunitas umat beragama, baik yang memimpin ormas keagamaan
maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau
dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.™

Kerukunan umat beragama adalah keadaan-keadaan hubungan sesama
umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling
menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya

dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Yhttps://indonesiabaik.id/infografis/perkuat-toleransi-melalui-forum-kerukunan-umat-
beragama, diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 19.40 WIB.


https://indonesiabaik.id/infografis/perkuat-toleransi-melalui-forum-kerukunan-umat-beragama
https://indonesiabaik.id/infografis/perkuat-toleransi-melalui-forum-kerukunan-umat-beragama
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di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar
1945.

Ada dua kebijakan dasar pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan
umat beragama, yaitu pemberdayaan umat beragama dan pemberian
rambu-rambu bagi upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Salah
satu kebijakan strategis yang telah diambil pemerintah dalam memberikan
rambu-rambu itu guna menjamin kebebasan beragama dan pemeliharaan
kerukunan umat beragama ialah penerbitan Peraturan Bersama Menteri
(PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Sesuai judulnya, peraturan bersama atau biasa disebut PBM ini
mengatur tiga hal, yaitu: pertama, apa tugas-tugas kepala daerah/wakil
kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di
daerahnya, termasuk bagaimana kaitan tugas-tugas itu dengan tugas
kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah; kedua, amanat kepada pemerintah daerah
untuk mendorong masyarakatnya agar segera membentuk Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap propinsi dan
kabupaten/kota dan menfasilitasi FKUB itu agar dapat menjadi mitra
pemerintah dan dapat menjalankan fungsinya sebagai katalisator aspirasi
masyarakat; dan ketiga, memberikan rambu-rambu kepada pemerintah

daerah dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan yang akan
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digunakan sebagai rumah ibadat. Hal ketiga ini dipandang perlu diatur,
karena kehadiran suatu rumah ibadat di tengah-tengah masyarakat, selain
menjadi simbul keberadaan suatu umat atau masyarakat pengguna rumah
ibadat itu, juga berdampak terhadap masyarakat sekitarnya dalam interaksi
antarumat beragama.™®

FKUB Tingkat Propinsi mempunyai tugas:

a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk
rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;

d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di
bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama
dan pemberdayaan masyarakat.

FKUB Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;

b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;

c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk
rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;

d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di
bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama
dan pemberdayaan masyarakat;

e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah

ibadat.

'®|kaharuddin et al, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Pembinaan
Kerukunan Hidup Beragama Di Luwu Timur ”, Palita: Journal of Social-Religion Research (2019)
h. 31-46.
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Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
Jumlah anggota FKUB propinsi paling banyak 21 anggota dan jumlah
anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang. FKUB dipimpin
olen 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang
sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah
oleh anggota.

Dalam pemberdayaan FKUB dibentuk dewan penasehat pada propinsi
dan kabupaten/kota mempunyai tugas:

a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan
kerukunan umat beragama;

b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan
hubungan antara sesama instansi pemerintah di daerah dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama.*’

Peranan utama FKUB sebagai mediator, fasilitator dan komunikator
pada masyarakat umat beragama guna memelihara kerukunan antarumat
beragama agar dapat tercipta hubungan yang harmonis, dinamis dan
humanis.

Tugas Forum Komunikasi Umat Beragama sebagaimana yang
dimanatkan pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas
kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat

beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian

Yhttps://pkub.kemenag.go.id/artikel/43236/pemberdayaan-forum-kerukunan-umat-
beragama-fkub, diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 21.10 WIB.


https://pkub.kemenag.go.id/artikel/43236/pemberdayaan-forum-kerukunan-umat-beragama-fkub
https://pkub.kemenag.go.id/artikel/43236/pemberdayaan-forum-kerukunan-umat-beragama-fkub
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rumah ibadat. Maka ada beberapa hal penting yang menjadi tugas dan
fungsi lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap
wilayah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Tugas-
tugas tersebut tertuang dalam pasal 8 dan pasal 9 yang berbunyi:

Pasal 8
(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pembentukan
FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat
dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. (3) FKUB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9
(1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
mempunyai tugas: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh
masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi
masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat
dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; melakukan
sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang
keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan
pemberdayaan masyarakat.
(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
mempunyai tugas: melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh
masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi
masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat
dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;

melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di
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bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan
pemberdayaan masyarakat; memberikan rekomendasi tertulis atas
permohonan pendirian rumah ibadat™

Semua penjelasan di atas semuanya terangkum dalam Pasal 8, 9, dan
10 PBM. Pasal-pasal ini berkaitan dengan cara pembentukan FKUB,
hubungan antara FKUB provinsi dengan FKUB kabupaten/kota, tugas
FKUB provinsi dan kabupaten/kota dan keanggotaan, jumlah anggota,
komposisi keanggotaan dan pimpinan.

Dengan demikian peranan yang harus dilakukan FKUB provinsi dan
kabupaten/kota sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam PBM
tersebut. Dalam pasal 8 dijelaskan:

a. FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.

b. Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan
oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintahan daerah.

c. FKUB sebagaimana yang dimaksud pasal 1 memiliki hubungan yang
bersifat konsultatif.

Pasal 9 menjelaskan : FKUB provinsi sebagaimana yang dimaksud
pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas melakukan dialog dengan pemuka agama
dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan
aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan
masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur;

melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di

'8peraturan Bersama Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.
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bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan
pemberdayaan masyarakat; FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pasal 8 ayat 1 mempunyai tugas:

a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.

b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.

c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk
rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota.

d. Mendirikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah
ibadah.

Sedangkan pasal 10 menjelaskan:

a. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.

b. Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah
anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.

c. Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan
perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan
minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan
kabupaten/kota.

d. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua,
1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih
secara musyawarah oleh anggota.

Untuk itu ada dua peran yang paralel yang dapat dilakukan oleh FKUB,

yaitu:
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a. Forum hendaknya dapat menjadi jembatan penghubung di internal
umat masing-masing. Artinya masing-masing agama secara vertikal
memiliki keyakinan, cara, etika, susila yang dimiliki dan bersifat
hakiki. Hal ini merupakan pembeda antara agama yang satu dengan
agama yang lain yang harus dihormati. Oleh karena itu FKUB melalui
perwakilan di masing-masing agama harus dapat menularkan
kerukunan di internal umat dan menjaga aspek sakralisasi pelaksanaan
tradisi keberagamaan, masing-masing dengan tetap berpegang pada
kaidah agama.

b. Secara horizontal dalam perspektif sosiologi agama, hubungan yang
bersifat sosial dengan umat beragama lainnya perlu dijaga dan
dikembangkan. Dalam konteks inilah FKUB dapat menjalankan peran
dan fungsinya:

1) Sebagai wahana komunikasi, interaksi antar satu dengan yang
lainnya dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama
masing- masing, sehingga tercipta suasana saling memahami dan
saling menghormati.

2) Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah kepada
terjadinya konflik baik yang bersifat laten maupun manifes.

3) Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam
mengkomunikasikan pelaksanan kegiatan-kegiatan keagamaan.

4) Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama agar
dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat

terbangun kohesi sosial di kalangan umat beragama.
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5) Membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan program-

program pembangunan.

6) Bersama-sama pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga

iklim sosial dan politik yang kondusif."

Oleh karena itu untuk dapat terlaksananya peran dan fungsi FKUB
yang telah dijelaskan di atas diperlukan langkah kongkrit untuk
memberdayakan dan memperkuat kehadiran FKUB baik pada level
provinsi maupun kabupaten/kota.

Upaya menuju pemberdayaan FKUB dapat ditempuh sebagai berikut:
1. Penguatan keorganisasian yang memfungsikan seluruh perangkat

FKUB sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Suatu hal yang

istimewa pada lembaga ini adalah pertama kalinya pemuka antar

agama berhimpun pada sebuah wadah kerjasama yang berskala
nasional. Sudah barang tentu begitu seseorang bersedia menjadi
anggota FKUB, maka pada saat itu hendaknya mereka merubah
kerangka berpikir yaitu ia tidak hanya diharapkan menyuarakan satu
kelompok umat beragama yang menjadi latar belakang asal-usulnya,
akan tetapi ia telah menjadi wakil dari kepentingan seluruh umat
beragama di provinsi/kabupaten/kota itu.

2. Wadah FKUB hendaknya bukan sekedar lembaga yang bekerja hanya
secara insidental, akan tetapi ia bekerja secara penuh waktu untuk

melakukan dialog intern dan antarumat beragama, menampung

Peraturan Bersama Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.
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aspirasi dan menyalurkan aspirasi umat beragama, mensosialisasikan
peraturan/perundang-undangan kerukunan, dan melakukan
pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah hendaknya FKUB menyusun
program Kkerja tahunan, sekaligus menyusun angaran belanja guna
membiayai kegiatan itu.

3. FKUB hendaknya menyusun tata kerja baik internal maupun eksternal,

menyusun mekanisme kerja, dan kesekretariatan.

B. Tinjauan Tentang Desa Sadar Kerukunan
1. Pengertian Desa

Desa menurut R.Bintarto merupakan suatu hasil perpaduan antara
kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari
perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang
ditimbulkan oleh unsur—unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan
kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya
dengan daerah-daerah.?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979
mengartikan desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah
penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah

%peraturan Bersama Menteri No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

2! R Bintarto, Desa Kota, (Bandung: Alumni, 2010), h. 6.
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langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.?”

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”®

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan
hak asal-usul desa.

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni
urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan
pelayanan masyarakat.

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota.

d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-

undangan diserahkan kepada desa.*

?’pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Repbuplik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa.

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2*pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
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Berikut ini beberapa ciri-ciri desa menurut Direktorat Jenderal

Pembangunan Desa, di antaranya:

a. Perbandingan manusia dengan lahan cukup besar, artinya lahan-lahan
di pedesaan masih lebih luas dibandingkan dengan jumlah penduduk
yang tinggal di sana. Hal ini membuat kepadatan penduduk desa masih
rendah dan lapangan pekerjaan penduduknya masih bertumpu pada
sektor agraris.

b. Hubungan antarwarga masyarakat desa masih sangat akrab dan sifat
masyarakatnya masih memegah teguh tradisi yang berlaku.

c. Sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan sebagian besar
masih sangat sederhana, seperti jalan berbatu, jalan aspal sederhana,
dan jalan setapak.

2. Karakteristik Desa

Adapun karakteristik desa yaitu sebagai berikut:

a. Di dalam masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang lebih
mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan
lainnya di luar batas-batas wilayahnya;

b. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan
(gemeinschaft atau paguyuban);

c. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Pekerjaan-
pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan (part

time) yang bisa mengisi waktu luang;
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d. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian,
agama, adat-istiadat dan sebagainya.

Sedangkan ciri-ciri yang mencolok pada masyarakat pedesaan meliputi:

a. Jumlah penduduk di perkotaan jauh lebih padat dibandingkan dengan
di pedesaan, lingkungan hidup di pedesaan yang sangat tradisional;

b. Mata pencaharian di pedesaan masih mengandalkan alam sekitar desa,
seperti nelayan, petani, peternak hewan;

c. Corak masyarakat desa sangat mengutamakan kehidupan sosialnya;

d. Pola interaksi sosial antara dua individu atau lebih dimana kelakuan
individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki
kelakuan individu lain atau sebaliknya.?

3. Desa Sadar Kerukunan

Makna sadar kerukunan adalah mau menciptakan keadaan selaras,
tenang, tenteram, tanpa perselisihan, dan bersatu dalam arti saling
membantu. Sadar kerukunan juga berarti ada kontrol dari masing-masing
warga, sanggup membawa diri, bisa menyesuaikan diri dengan
keragaman.

Pemerintah menciptakan suatu inovasi kebijakan melalui identifikasi
permasalahan yang dapat menimbulkan perpecahan dan konflik komunal
yaitu dibentuknya program desa sadar kerukunan yang dimulai pada tahun
2017. Sebanyak 34 desa di Indonesia dimana masing-masing provinsi
terdapat 1 desa/kelurahan yang menjadi pilot project program tersebut.

Sampai saat ini program tersebut telah dilaksanakan secara bertahap

2gijti Uswatun Kasanah, “Upaya Mewujudkan Desa Open Defecation Free di Desa Pojok
Kecamatan Garum Kabupaten Blitar”, BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol. 3 No. 3
(2018), h. 354-363.
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diberbagai daerah di Indonesia guna mempertahankan zero konflik
sekaligus menjadikan desa/kelurahan tersebut sebagai percontohan bagi
wilayah disekitarnya.

Program desa sadar kerukunan ini merupakan program unggulan
Kementerian Agama bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan FKUB
setempat yang diciptakan dalam rangka mendukung terwujudnya
Indonesia mandiri berdaulat dan berkepribadian yang berlandaskan gotong
royong yang memiliki sasaran program peningkatan kerukunan intra dan
antar umat beragama. Berdasarkan tujuan tersebut Kantor Wilayah
Kementerian Agama Propinsi berkoordinasi dengan sektor ditingkat
kabupaten untuk membangun kawasan sadar kerukunan. Ruang lingkup
dalam pelaksanaan program tersebut meliputi penetapan lokasi,
pembentukan kader kerukunan umat beragama, dan penyebarluasan
informasi dalam bentuk kegiatan dialog, seminar, diklat teknis, FGD,
workshop, lokakarya maupun sosialisasi.

Desa sadar kerukunan dapat menggambarkan miniatur kehidupan
multikultur di Indonesia dengan tingkat keberagaman masyarakatnya yang
tinggi. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
Nomor 22 Tahun 2012 mengenai alokasi dana pembinaan desa sadar
kerukunan diberikan 1x untuk mengadakan kegiatan peresmian
kawasan tersebut.?

Desa sadar kerukunan ditetapkan karena ada berbagai tempat ibadah

yang beragam seperti masjid, gereja, pura, dan vihara. Dengan demikian,

%Agnaa Saffero Az et al, “Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit: Studi
Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Semarang”, Journal of Politick and Government Studies, Vol. 9 No. 3, (2020), h. 1-15.
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meski berbeda keyakinan namun warga di sana hidup rukun
berdampingan. Desa sadar kerukunan dibentuk supaya bisa jadi contoh
atau role model tentang pentingnya toleransi terhadap sesama sehingga
bisa dicontoh oleh desa-desa lain.

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, saat melakukan
pencanangan desa sadar kerukunan Desa Pendowoharjo Kecamatan
Sewon, Kabupaten Bantul, pada tanggal 29 September 2021
menyampaikan bahwa desa sadar kerukunan diharapkan menjadi
inspirasi kerukunan masyarakat tanpa memandang perbedaan dan
golongan yang ada. Pluralisme dan keanekaragaman agama dan budaya

merupakan kekayaan dan kekuatan Bangsa Indonesia.*’

C. Teori Integrasi Sosial dalam Kerukunan Umat Beragama

Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi,

kesetaraan, dan kerja sama.

1. Toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu
kelompok agama terhadap agama lain.

2. Kesetaraan, maksudnya kemauan saling melindungi serta memberikan hak
dan kesempatan satu sama lain.

3. Kerja sama, yakni bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati

baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama.”®

"https://bantulkab.go.id/berita/detail/4739/kunjungan-kerja-di-bantul-menteri-agama-
canangkan-desa-sadar-kerukunan.html diakses pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 20.00 WIB

“Muhammad Adlin Sila, Fakhruddin, Indeks Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta: Litbang
Diklat Press, 2020), h. 2.


https://bantulkab.go.id/berita/detail/4739/kunjungan-kerja-di-bantul-menteri-agama-canangkan-desa-sadar-kerukunan.html
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Toleransi adalah sikap menghargai serta membolehkan suatu pendirian,
pendapat, pandangan, kepercayaan, dan lain-lainnya, yang berbeda dengan
pendirian sendiri. Toleransi diartikan juga sebagai pemberian kebebasan
kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk
menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan
nasibnya masing-masing, selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas
terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Toleransi antar
agama adalah kesediaan seseorang untuk menerima atau bahkan menghargai
orang lain yang berbeda agama atau bahkan yang tak disetujuinya sehingga
orang tersebut tetap punya hak yang sama sebagai warga negara.

Konsep tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan
sikap hidup menganggap semua orang adalah sama dalam hak dan kewajiban.
Hak atas melaksanakan agama beribadah dan kewajiban terhadap kehidupan
bernegara dan bersosialisasi dengan penganut agama lain sebagai sesuatu
yang alamiah. Ukuran kesetaraan dari berbagai sumber diperoleh tingkatan
yang sama (tidak ada diskriminasi, relasi timbal balik), kesempatan yang
sama (kebebasan beraktifitas keagamaan, menjaga hak orang lain), dan
perlindungan (perlindungan terhadap perbedaan penghinaan agama).

Kerja sama adalah tindakan bahu-membahu (to take and give) dan sama-
sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama kerja sama. Tindakan ini
menggambarkan keterlibatan aktif individu bergabung dengan pihak lain dan
memberikan empati dan simpati pada berbagai dimensi kehidupan, seperti

kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Pengertian lainnya adalah
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realitas hubungan sosial dalam bentuk tindakan nyata.”

Dhurkheim menegaskan bahwa sumber-sumber ketegangan dalam
masyarakat pada dasarnya berkembang dari heterogenitas dan individualitas
yang semakin besar. Heterogenitas yang tinggi ini dapat mengendorkan ikatan
bersama yang mempersatukan berbagai anggota masyarakat. Dalam hal ini
individu mulai mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang lebih
terbatas yang terdapat dalam masyarakat, seperti kelompok pekerjaan, etnis,
ras dan agama. Ketika setiap orang atau kelompok mengejar kepentingannya
sendiri dengan merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, maka
kemungkinan terjadi konflik akan lebih besar. Integrasi sosial dapat terwujud
jika terjadi saling ketergantungan antara bagian yang terspesialisasikan. Dalam
hal ini solidaritas didasarkan atas kesamaan dalam kepercayaan dan nilai
saling tergantung secara fungsional antara masyarakat yang heterogen.
Kesamaan dalam kepercayaan dan nilai saling tergantung ini akan memberi

kesadaran kolektif untuk menciptakan kesatuan.®

Teori integrasi sosial merupakan bagian dari paradigma fungsionalisme
struktural yang diperkenalkan oleh Talcott Parson. Paradigma ini
mengandaikan bahwa pada dasarnya masyarakat berada di dalam sebuah
sistem sosial yang mengikat mereka dalam keseimbangan (ekuilibrium). Hal
ini tercermin dari dua pengertian dasar integrasi sosial, yaitu : pertama,

pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem

“Muhammad Adlin Sila, Fakhruddin, Indeks Kerukunan Umat Beragama, (Jakarta: Litbang
Diklat Press, 2020), h. 3.

%%pdt. Retnowati. “Agama, Konflik dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama di
Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik”, Jurnal
Kajian Sosial Keagamaan, (2018), h. 1-28.
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tertentu dalam suatu masyarakat sehingga tercipta sebuah tertib sosial. Kedua,
proses integrasi sosial dalam sebuah masyarakat hanya dapat tercipta bila
terpenuhi tiga persyaratan utama. Pertama, adanya kesepakatan dari sebagian
besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental
dan krusial (moral contract). Kedua, sebagian terhimpun dalam berbagai unit
sosial, saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial. Ketiga,
terjadi saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok sosial yang
terhimpun dalam suatu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan
sosial secara menyeluruh. Ogburn dan Nimkoff juga memberikan tiga
ketentuan jika integrasi dikatakan berhasil. Pertama, anggota masyarakat
merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. Kedua,
apabila tercapai semacam konsensus mengenai norma-norma nilai sosial.
Ketiga, apabila norma-norma cukup lama adalah tetap (consisten) dan tidak

berubah-ubah.®!

Teori kerukunan umat beragama menggunakan pendekatan teori integrasi
merupakan langkah untuk melihat bagaimana dan seperti apa praktik
kerukunan umat beragama yang mampu menciptakan kedamaian di tangan

warga masyarakat Desa Poncokresno.

*!Nasriadi, “Dinamika Interaksi Kearah Kepentingan Integrasi Sosial (Studi pada
komunitas masyarakat Bugis dan Toraja di Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu
Utara Provinsi Sulawesi Selatan”, Jurnal FISIP Universitas Pattimura Ambon, Populis, VVol. 8 No.
1, 2014, h. 94-103.
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D. Penelitian Relevan
Penelitian terdahulu dalam penulisan ini sangatlah penting untuk
menjadikan sebuah penulisan ada tidaknya persamaan ataupun perbedaan baik
teori yang digunakan dalam pendekatan, sejauh peneliti menggali maka
ditemukan beberapa rujukan yang dapat menjadi acuan kajian pustaka
diantaranya:

1. Erwin Rismanto. Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Bantul dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kerukunan agama. Tesis.
UIN Sunan Kalijaga. Hasil penelitian menunjukkan bentuk komunikasi
yang digunakan FKUB Bantul dalam menjalankan program pemberdayaan
masyarakat yaitu komunikasi antarpribadi, komunikasi publik, dan
komunikasi massa. Langkah strategis yang dilakukan adalah (a)
pemberdayaan berbasis pluralisme dan multikulturalisme, (b) penguatan
modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan
kegiatan, (c) budaya lokal sebagai perjumpaan masyarakat. Dalam
penelitian yang peneliti teliti ingin mengetahui peran FKUB Kabupaten
Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan yang mana meski
masyarakatnya berbeda keyakinan namun dapat hidup rukun
berdampingan.*

2. Ruslan Suprapto. Peran FKUB dalam membangun kerukunan umat
beragama (studi kasus hubungan antar umat beragama di Kabupaten
Trenggalek). Tesis. IAIN Tulung Agung. Hasil penelitian ini menunjukan

bahwa (a) dalam membangun kerukunan antar umat beragama FKUB

*2Erwin Rismanto, “Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bantul dalam
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kerukunan Agama”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, (2020).
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memiliki tiga konsepsi; menanamkan kesadaran pentingnya integrasi
sosial, memaksimalkan peran aktif dan kinerja influential figure dan
memaksimalkan agenda sosialisasi undang-undang tiga menteri dan tugas
pokok dan fungsi FKUB yang berdasarkan pada interaksi dan komunikasi
yang intensif, (b) FKUB Trenggalek berupaya menyelesaikan kasus yang
menjurus pada ketidakrukunan umat beragama melalui; memposisikan diri
sebagai mediator, pengkaji dan peneliti serta menempatkan diri sebagai
transmiter dua belah pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini interaksi,
relasi dan profesionalitas dalam membuat keputusan adalah kunci, (c)
sementara dalam mempertahankan kerukunan antarumat beragama, FKUB
berpijak pada paradigma pluralisme yang dipandang memberi makna
positif dalam mengkonstruksi kehidupan yang harmonis. Dalam
praktiknya, hal tersebut berpijak pada aspek internal dan aspek eksternal,
yang bergantung pada budaya agenda rutin yang dapat mengkonstruk
kedewasaan dan kematangan dalam beragama. Hal tersebut ditandai
dengan tersematnya sikap toleransi, humanisme dan inklusivitas dalam
masing-masing personal umat beragama.*

Peran FKUB dalam membangun kerukunan umat beragama di
Kabupaten Trenggalek memiliki relevansi untuk penelitian ini, penelitian
ini bertujuan untuk dapat memperoleh gambaran mengenai kerukunan
umat beragama di desa sadar kerukunan dengan masyarakatnya yang

pluralistik.

*Ruslan Suprapto, “Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama (Studi
Kasus Hubungan Antar Umat Beragama di Kabupaten Trenggalek”, Tesis IAIN Tulung Agung
(2020).



47
3. Safwan Ghali. Peran komunikasi pengurus FKUB dalam mengatasi

konflik antarumat beragama di Kabupaten Aceh Singkil. Tesis. UIN
Sumatera Utara. Dari hasil penelitian yang dilakukan, bentuk komunikasi
yang digunakan pengurus FKUB dalam mengatasi konflik antarumat
beragama di Kabupaten Aceh Singkil yaitu komunikasi antarpribadi,
komunikasi publik, dan komunikasi massa. Metode komunikasi yang
digunakan pengurus FKUB dalam mengatasi antarumat beragama di
Kabupaten Aceh Singkil yaitu melakukan monitoring atau penyuluhan
agama ke setiap masyarakat, menjalin kerja sama dengan pemerintah
daerah, kepolisian dan pendekatan ormas-ormas keagamaan yang ada di
Aceh Singkil. Hambatan komunikasi yang dihadapi yaitu personil
pengurus FKUB Aceh Singkil sangat minim dengan wilayah Aceh Singkil
yang sangat luas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan lambannya
kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan ketika rumah ibadah
yang tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB) hal ini dapat
memicu konflik.**

Berbeda dengan penelitian di atas, peneliti ingin mengetahui peran FKUB
Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan yang mana
meski masyarakatnya berbeda keyakinan namun dapat hidup rukun
berdampingan. Penelitian bertujuan untuk menggali nilai-nilai persatuan
dalam masyarakat multikultur melalui peran Forum Kerukunan Umat
Beragama di Kabupaten Pesawaran. Aspek keberagaman, toleransi dan

persatuan yang dapat dikembangkan dalam masyarakat Indonesia serta

%*safwan Ghali, “Peran komunikasi pengurus FKUB dalam mengatasi konflik antarumat
beragama di Kabupaten Aceh Singkil”, Tesis, UIN Sumatera Utara (2016).
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mengetahui peran Forum Kerukunan Umat beragama dalam pengembangan

desa sadar kerukunan di Kabupaten Pesawaran.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Rumah Ibadat dijelaskan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama, yang
selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat
dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan
memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.*®

Pengembangan desa sadar kerukunan di Desa Poncokresno sebagai bentuk
realisasi dalam program FKUB dalam pemeliharaan dan pembinaan
kerukunan umat pada suatu wilayah.

Agar mudah memahami kerangka konseptual yang dijabarkan di atas,
maka skema penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam bentuk bagan atau

gambar 1 di bawah ini:

*peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun
2006.

*\Wawancara dengan Ketua FKUB Kabupaten Pesawaran, Bapak H. Giarto, M.Pd.1, tanggal
15 Juli 2022.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang penulis paparkan pada pembahasan di bab

sebelumnya, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa:

1.

Kondisi keberagaman masyarakat Desa Poncokresno sebagai desa yang
ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan di Kabupaten Pesawaran
masyarakatnya terdiri dari berbagai macam pemeluk agama diantaranya,
agama Islam sebanyak 2413 orang, agama Kristen sebanyak 68 orang,
agama Katolik sebanyak 42 orang, agama Hindu 3 orang, dan agama
Buddha sebanyak 393 orang. Pada masyarakat Desa Poncokresno yang
beragam, sikap saling menghargai diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari. Sikap tersebut dapat dilihat pada interaksi dalam kegiatan
keagamaan maupun sosial kemasyarakatan antar warga lintas agama.

Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten
Pesawaran dalam pengembangan desa sadar kerukunan Kabupaten
Pesawaran, diantaranya: (1) pemberian santunan sosial dan sosialisasi
peraturan peribadatan dalam masa covid 19 di desa sadar kerukunan; (2)
pembentukan wadah komunikasi tokoh lintas agama (KTLA) untuk desa
sadar kerukunan; (3) sosialisasi dan pemahaman serta implementasi PBM
dan kerukunan kepada masyarakat lintas agama Desa Poncokresno; (4)
program pensertifikatan tanah wakaf dan tanah rumah ibadah lintas

agama; (5) implementasi kerukunan, gotong royong masyarakat lintas
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agama lewat program bedah rumah; (6) fasilitasi pembuatan izin

mendirikan bangunan rumah ibadah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini terdapat rekomendasi yang

disampaikan diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada FKUB Kabupaten Pesawaran dalam mengembangkan desa sadar
kerukunan Kabupaten Pesawaran tidak hanya sebatas berakhir di
launching desa sadar kerukunan, namun kedepannya perlu tindak lanjut
pembinaan-pembinaan yang dilakukan dengan melibatkan stakeholder
terkait. Program kerja FKUB dalam membina desa sadar kerukunan
Kabupaten Pesawaran untuk dapat disampaikan juga ke desa lain di
Kabupaten Pesawaran secara bertahap terutama di desa yang memiliki
potensi gangguan kerukunan.

2. Kepada masyarakat Desa Poncokresno Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran, agar tetap melestarikan dan menanamkan sikap
saling menghargai, menghormati, serta toleransi antarumat beragama
dalam wilayahnya yang bukan hanya terdapat umat Islam saja namun juga
terdapat umat agama lain didalamnya, oleh karenanya sedikit masalah pun

dapat menjadi pemicu munculnya konflik.
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